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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan,

perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah

berdasarkan prinsip gotong royong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komite

Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG KOMITE SEKOLAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri

dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar
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Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar

Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah

Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar

Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah

Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah

Luar Biasa (SLB).

2. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang

beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas

Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

3. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan

Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa

oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar

peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang

disepakati para pihak.

4. Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan

Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada

peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib,

mengikat, serta jumlah dan jangka waktu

pemungutannya ditentukan.

5. Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut

dengan Sumbangan adalah pemberian berupa

uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya

baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat

atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat

satuan pendidikan.

6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

(1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.

(2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu

pelayanan pendidikan.

(3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong

royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
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Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:

a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan

pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:

1) kebijakan dan program Sekolah;

2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah

(RAPBS/RKAS);

3) kriteria kinerja Sekolah;

4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan

5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.

b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan

lainnya dari masyarakat baik

perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri

maupun pemangku kepentingan lainnya melalui

upaya kreatif dan inovatif;

c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi

dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat

serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja

Sekolah.

(2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika,

kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 4

(1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:

a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada

Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima

puluh persen);

b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh

persen), antara lain:
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1) memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang

dapat menjadi panutan bagi masyarakat

setempat; dan/atau

2) anggota/pengurus organisasi atau kelompok

masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk

anggota/pengurus organisasi profesi pendidik

dan pengurus partai politik.

c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh

persen), antara lain:

1) pensiunan tenaga pendidik; dan/atau

2) orang yang memiliki pengalaman di bidang

pendidikan.

d. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal

sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100%

(seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi

daerah masing-masing.

(2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima)

orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

(3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:

a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang

bersangkutan;

b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;

c. pemerintah desa;

d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;

e. forum koordinasi pimpinan daerah;

f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau

g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang

membidangi pendidikan.

Pasal 5

Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan

pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah

kerjanya.
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